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Perkawinan berbeda agama di Indonesiatidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di
Indonesia, oleh sebab itu banyak pasangan berbeda agama yang hendak menikah melakukan pernikahannya
di Luar Negeri lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia ketika mereka kembali ke Tanah Air.
Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kemudahan bagi para pasangan berbeda agama
ini dalam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan beda agamaini
hanya diakui oleh negara bahwa benar mereka adal ah pasangan suami istri, tapi tidak sah menurut Agama.
Disini akan di bahas tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dan tentang
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-
Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif dan termasuk penelitian kepustakaan, data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen
hukum dan juga dari hasil wawancara kepada Kepala Sub Dinas Kantor Catatan Sipil Jakarta.

Pada kasus yang akan di bahas disini, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri hanya untuk
memenuhi syarat pada pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan menentukan sah atau
tidaknya perkawinan tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur mengena
tata cara melangsungkan perkawinan beda agama itu sehingga masih mengacu pada Undang-Undang
Perkawinan yang berlaku. Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih memerlukan penyempurnaan
agar tidak bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

...... Marriage of different religionsin Indonesia are not regulated in the Marriage Law in force in Indonesia,
so many couples of different religions who want to get married are held marriage in other State and listed in
the Civil Indonesia when they returned to the country. Population Administration Act provides convenience
for couples of different religions to register their marriages at the Registry Office. Recording of interfaith
marriage is only recognized by the state that they are properly married couples, but not valid according to
religion.

Here will be discussed about how the validity of the marriage of different religionsin Indonesia and on
consideration of the judge in giving the verdict the court before and after the enactment of Law number 23
year 2006 about Population Administration. This study is normative and juridical research including library
research, data and information obtained through legal documents and also from interviews to the Head of
Sub Office of Civil Registry Office in Jakarta.

In a case that will be discussed here, the recording of marriages conducted in foreign countries only to meet
the requirementsin article 56 of Law on Population Administration, instead of determining whether or not
the marriage is legitimate. Population Administration Act does not establish ordinances regulating the
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marriage of different religions, so it till refersto the Marriage Law. Population Administration Act still
requires refinement in order not to conflict with Article 2 of the Marriage Law.



